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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah  

Sehubungan dengan hasil evaluasi kelembagaan perangkat 

daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bontang, maka 

dilakukan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat 

ukuran. Hal ini dilakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Oleh 

karena itu ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

Di dalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa Dinas Daerah 

Kota Bontang terdiri atas 17 Dinas Daerah, salah satunya Dinas 

Kesehatan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang kesehatan.  

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2018 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 

Tata Kerja Dinas Kesehatan diketahui bahwa Dinas Kesehatan 

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang 

kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kesehatan 

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.  

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Wali Kota 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan. Dinas 

Kesehatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:  

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;  

2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;  

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan 

bidang kesehatan; 

4. Pelaksanaan administrasi; 



5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

B. Aspek Strategis Organisasi  

Aspek-aspek strategis merupakan aspek-aspek yang menjadi 

visi, misi, dan tujuan organisasi sehingga diperoleh kejelasan tentang 

nilai-nilai dalam organisasi. Adapun aspek strategis Dinas Kesehatan 

Kota Bontang adalah:  

1. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

Sistem pembiayaan kapitasi di era JKN memperkuat 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) salah satunya FKTP 

Milik Pemerintah dalam mengutamakan promotif dan preventif. 

Kapitasi yang diperoleh oleh FKTP sangat bermanfaat bila 

promotif dan preventif berjalan optimal, yang pada giliranya dana 

dari kapitasi tidak habis untuk membiayai obat dan bahan habis 

pakai dalam memenuhi kebutuhan kuratif. Selain hal tersebut, 

di era JKN akan diperlukan penguatan sumber daya dan 

kompetensi FKTP sebagai gate keeper dan tulang punggung 

pelayanan kesehatan. 

2. Akreditasi Puskesmas  

Pembangunan kesehatan merupakan aspek penting dalam 

kerangka pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya 

pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, 

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar 

terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. 

Keberhasilan pembangunan kesehatan akan sangat mendukung 

peningkatan mutu dan daya saing sumberdaya manusia 

Indonesia. 

Untuk mencapai tujuan pembagunan kesehatan nasional, 

diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, 

berjenjang dan terpadu. Puskesmas merupakan garda depan 

dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dasar. Keputusan 

Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 menjadi landasan 



hukum dalam penyelenggaraan Puskesmas, yang merupakan 

unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai 

penanggung jawab penyelenggaraan pembangunan kesehatan di 

wilayah kerjanya.  

Agar Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara 

optimal diperlukan adanya pengelolaan organisasi puskesmas 

secara baik yang meliputi kinerja pelayanan, proses pelayanan, 

serta sumber daya yang digunakan. Hal ini perlu dilakukan 

dalam rangka upaya peningkatan mutu, manajemen risiko dan 

keselamatan pasien di puskesmas serta menjawab kebutuhan 

masyarakat akan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. 

Sejak tahun 2016, 6 (enam) Puskesmas di Kota Bontang 

telah melakukan proses akreditasi yang dilakukan setiap 3 tahun 

sekali. Dimana dengan terakreditasinya Puskesmas maka 

perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen 

risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskemas 

Tujuan utama akreditasi puskesmas adalah untuk pembinaan 

peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang 

berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem 

manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan serta 

program dan penerapan manajemen risiko. Adapun status 

akreditasi Puskesmas Kota Bontang sampai dengan Tahun 2022 

yaitu :  

a. Puskesmas Bontang Utara 1  =  Akreditasi Utama  

b. Puskesmas Bontang Utara 2  =  Akreditasi Utama  

c. Puskesmas Bontang Selatan 1 =  Akreditasi Madya  

d. Puskesmas Bontang Selatan 2 =  Akreditasi Paripurna  

e. Puskesmas Bontang Barat =  Akreditasi Paripurna  

f. Puskesmas Bontang Lestari  =  Akreditasi Utama  

3. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat  

Berdasarkan hasil Survei Kepuasaan Masyarakat (SKM) 

pada Tahun 2022 persepsi masyarakat terhadap pelayanan di 

Dinas Kesehatan Kota Bontang termasuk dalam kategori BAIK, 



dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,22 yang 

termasuk pada interval Mutu Pelayanan Baik (antara 76,61- 

88,30). Angka ini mengalami penurunan sebesar 5,36 poin jika 

dibandingkan dengan hasil Survei Kepuasan Masyarakat untuk 

Dinas kesehatan Kota Bontang pada Tahun 2021 yang mencapai 

Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 87,58. Capaian ini tentu 

menunjukkan bahwa adanya penurunan tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan Kota Bontang di Tahun 2022. 

4. Peran Serta Corporate Social Responsibility (CSR)  

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep 

atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa 

tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan 

sekitar dimana perusahaan itu berada, dalam bentuk berbagai 

kegiatan. Kegiatan CSR yang baik adalah kegiatan yang terus 

berkelanjutan, dan efek positifnya dapat langsung dirasakan oleh 

masyarakat.  

Sebagai salah satu program dalam rangka mewujudkan 

masyarakat Kota Bontang yang sehat, Dinas Kesehatan 

bekerjasama dengan Dunia Usaha dalam menggalakkan 

kampanye program sehat lewat CSR di bidang Kesehatan. 

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah:  

a. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yaitu pencapaian 

akses sanitasi berupa pembuatan septictank komunal, 

pembangunan IPAL komunal,   

b. Kegiatan mendukung GERMAS, Stunting, dan Kesehatan Ibu 

serta Anak. 

c. Pemberian kapal kepada Puskesmas Bontang Lestari untuk 

memudahkan akses pelayanan kepada masyarakat di daerah 

pesisir dan kepulauan. 

d. Bantuan alat kesehatan, bahan desinfektan, bahan medis 

habis pakai, extra fooding dan vitamin bagi tenaga kesehatan. 



C. Permasalahan Utama Perangkat Daerah  

1. Memastikan Keberlangsungan Pelayanan Kesehatan Esensial  

Pelayanan kesehatan esensial adalah pelayanan kesehatan 

rutin dasar yang kebutuhannya akan terus ada di masyarakat 

dan perlu diprioritaskan keberlanjutannya selama situasi 

pandemi. Pelayanan tersebut dilakukan untuk mendukung 

tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan 

melalui UKM Esensial maupun UKM. Selama pandemi, Sistem 

Kesehatan dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan 

pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi dan pemenuhan 

pelayanan kesehatan rutin.  

Pandemi Covid-19 berdampak dahsyat pada banyak sektor 

kehidupan termasuk pada sektor kesehatan. Dengan adanya 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), telah membuat 

pelayanan kesehatan khusunya Puskesmas tidak leluasa 

bergerak, sehingga pasti berdampak pada program-program 

capaian kesehatan. Kebijakan PSBB menganjurkan semua orang 

agar tetap di rumah, mengurangi kerumunan orang, jelas 

berpengaruh pada pelayanan di Puskesmas khususnya 

pelayanan luar gedung.  

Pelayanan luar gedung yang berpengaruh antara lain 

kegiatan posyandu yang merupakan wahana untuk menjangkau 

sasaran imunisasi, penimbangan balita dan sebagian untuk 

pemeriksaan ibu hamil, semua bentuk UKBM (Upaya Kesehatan 

Bersumberdaya Masyarakat) juga berkurang termasuk misalnya 

Posyandu PTM (Penyakit Tidak Menular), sehingga pengendalian 

penyakit menular juga terganggu, dan kunjungan rumah dalam 

rangka Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 

(PISPK). Adapun rekomendasi untuk memastikan 

keberlangsungan pelayanan kesehatan esensial adalah:   

a. Mengidentifikasi dan memprioritaskan pelayanan  

Pelayanan yang dikategorikan sebagai pelayanan esensial, 

antara lain:  



1) Pelayanan kesehatan keluarga sepanjang siklus 

kehidupan dan keberlanjutan layanan KB 

2) Pelayanan kesehatan untuk TB  

3) Pelayanan kesehatan untuk HIV  

4) Manajemen penyakit menular lainnya (seperti kusta, 

frambusia, DBD, malaria, dll)  

5) Manajemen penyakit kronis (penyakit kardiovaskuler, 

hipertensi, diabetes, kesehatan mental  

6) Pelayanan imunisasi  

7) Kelanjutan terapi rawat inap kritis  

8) Pelayanan untuk kondisi kesehatan darurat dan penyakit 

akut umum yang memerlukan intervensi segera  

9) Ketersediaan obat-obat esensial  

b. Menetapkan strategi adaptasi pelayanan kesehatan esensial 

dalam situasi respons pandemi Covid-19 

1) Jika fasilitas dimana pelayanan tersebut biasanya 

diberikan telah ditunjuk menjadi tempat perawatan 

khusus bagi mereka yang terkena dampak Covid-19, 

pelayanan bias dialihkan ke lokasi lain;  

2) Pemberian pelayanan tetap harus memperhatikan 

langkah-langkah PPI sesuai dengan protocol;  

3) Penggunaan teknologi digital dapat diintensifkan untuk 

mendukung pasien melalui komunikasi, konseling dan 

manajemen informasi;  

4) Dalam situasi respon pandemi Covid-19 dimana ada 

anjuran pembatasan sosial, maka kunjungan rumah dari 

kader kesehatan dapat menjadi ujung tombak pemberian 

pelayanan kesehatan esensial;  

c. Mendukung kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan untuk 

memastikan keberlanjutan pelayanan kesehatan esensial 

1) Diperlukan mekanisme dan protokol untuk mengatur 

pemberian pelayanan kesehatan rutin yang 



dikoordinasikan dengan rencana operasional respon 

pandemic Covid-19;  

2) Perlu diatur juga bagaimana berbagai sumber daya yang 

ada seperti tenaga kesehatan, peralatan, obat-obatan, 

keuangan dikelola untuk memenuhi kebutuhan pandemic 

sekaligus kebutuhan pelayanan kesehatan rutin; 

3) Koordinasi antara sektor publik dan swasta juga perlu 

dilakukan, jika sektor swasta ingin dilibatkan secara 

efektif.  

d. Memantau keberlangsungan pemberian pelayanan kesehatan 

esensial 

1) Pemantauan keberlangsungan pemberian pelayanan 

kesehatan esensial dapat dilakukan menggunakan 

indikator-indikator sistem informasi kesehatan yang 

sudah ada;  

2) Di daerah dimana informasi kuantitatif tidak cukup 

karena sistem informasi kesehatan tidak sering 

digunakan, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga 

kesehatan harus dihubungi secara langsung melalui 

telepon agar laporan yang relevan dapat diterima secara 

proaktif.  

2. Perubahan Paradigma Pengalokasian Penganggaran  

Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka akan 

terjadi sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah mulai dari 

penyelenggaraan urusan, pelaksana urusan, pengelolaan 

keuangan atas pelaksanaan urusan, pembinaan dan pengawasan 

hingga laporan dan evaluasi penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah. 

Berdasarkan regulasi tersebut maka konsep pengalokasian 

penganggaran mengalami perubahan dari konsep money follow 

function berubah menjadi money follow priority / program dimana 



pendekatan penganggaran tersebut lebih fokus pada 

program/kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas 

nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. 

Penganggaran money follow program juga mendukung 

pendekatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu 

perencanaan yang holistik (menyeluruh), tematik (terfokus), 

terintegrasi (terpadu), dan spasial (lokasi yang jelas). 

Pada kondisi penurunan belanja Pemerintah Daerah akibat 

Covid-19, money follow program diimplementasikan dengan cara 

mengamankan alokasi pada prioritas; realokasi dari program 

kegiatan yang telah cukup mendapat penekanan pada tahun-

tahun sebelumnya; dan efisiensi program/kegiatan nonprioritas. 

3. Review Kebijakan tentang Pelayanan Kesehatan  

Review kebijakan adalah telaah kebijakan yang 

dikeluarkan Pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum 

dengan tujuan melakukan perubahan yang implikasinya lebih 

baik bagi masyarakat luas. Review kebijakan merupakan langkah 

penting dalam penyusunan rencana dan pengambilan keputusan 

dalam implementasi pembangunan. Semakin banyak dukungan 

(sinergitas) program-program di tingkat pelaksana akan semakin 

mudah upaya untuk mensinergikan program maupun 

pembiayaan implementasi.  

Adapun rencana kajian terkait pelayanan kesehatan yang 

perlu untuk ditindak lanjuti antara lain: 

a. Wacana pemekaran wilayah yang berdampak pada pemetaan 

sarana fasilitas kesehatan khusunya milik Pemerintah; 

b. Pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan bagi peserta JKN; 

c. Status kelembagaan dan pelayanan Klinik Pegawai dan 

Pelayanan 24 Jam PSC; 

d. Pelayanan 2 shift Puskesmas dan pelayanan 24 Jam 

Puskesmas Bontang Lestari; 

e. Status Pengelolaan dan Perijinan Unit Transfusi Darah (UTD); 

dan 



f. Kelayakan operasional rencana RSUD Tipe D Taman Sehat. 

D. Struktur Organisasi dan Sumber Daya  

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kota Bontang yang telah 

ditetapkan adalah sebagai berikut:  

1. Kepala Dinas 

Tugas Pokok  : memimpin dan menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang kesehatan sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan serta mengacu pada Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) dalam rangka mencapai visi dan 

misi Pemerintah Daerah. 

Fungsi  : 

a. Perencanaan program dan kegiatan Dinkes; 

b. Pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan program 

dan kegiatan Dinkes; 

c. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan; 

d. Penyelenggaraan urusan kesehatan;  

e. Pengevalusian dan pelaporan kinerja Dinkes; dan  

f. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi 

Kepala Dinkes. 

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kepala Dinas memiliki 

uraian tugas :  

a. Merumuskan kebijakan di lingkungan Dinkes berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar kegiatan 

berjalan dengan lancar; 

b. Menyusun sasaran program dan kegiatan di lingkungan 

Dinkes berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian outcome 

organisasi;  

c. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dalam rangka mencapai sasaran program rencana strategis;  



d. Mengoordinasikan sasaran program dan kegiatan 

berdasarkan rencana strategis agar kegiatan berjalan lancar;  

e. Membina dan memberikan teguran kepada bawahan di 

lingkungan Dinkes sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan untuk penegakan disiplin pegawai; 

f. Mengarahkan jalannya program kegiatan berdasarkan 

perencanaan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;  

g. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

menunjang kegiatan organisasi;  

h. Menyelenggarakan urusan kesehatan masyarakat 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dalam rangka mencapai sasaran dan program;  

i. Menyelenggarakan urusan pencegahan dan pengendalian 

penyakit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam rangka mencapai sasaran dan program;  

j. Menyelenggarakan urusan pelayanan kesehatan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dalam rangka mencapai sasaran dan program;  

k. Menyelenggarakan urusan sumber daya kesehatan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dalam rangka mencapai sasaran dan program;  

l. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinkes 

berdasarkan rencana strategis sebagai bahan laporan kinerja 

instansi pemerintah; 

m. Menyusun laporan kinerja Dinkes berdasarkan hasil evaluasi 

dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan  

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 

atasan baik lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

 

 

 



2. Sekretariat 

Tugas Pokok  : memimpin dan menyelenggarakan urusan 

kesekretariatan sesuai dengan prosedur dalam 

rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan 

fungsi organisasi. 

Fungsi  : 

a. Perencanaan program kerja Sekretariat; 

b. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan; 

c. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;  

d. Pengevalusian dan pelaporan pelaksanaan program kerja 

Sekretariat; dan  

e. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi 

Sekretariat. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat 

membawahkan dan mengoordinasikan :  

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

 

3. Bidang Kesehatan Masyarakat  

Tugas Pokok : menyelenggarakan urusan kesehatan 

masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan serta mengacu pada 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka 

mencapai sasaran dan program.  

Fungsi  : 

a. Perencanaan program kerja Bidang Kesehatan Masyarakat; 

b. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan; 

c. Penyelenggaraan urusan kesehatan masyarakat;  

d. Pengevalusian dan pelaporan pelaksanaan program kerja 

Bidang Kesehatan Masyarakat; dan  

e. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi 

Bidang Kesehatan Masyarakat. 



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Kesehatan 

Masyarakat membawahkan dan mengoordinasikan :  

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; 

b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 

dan  

c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan 

Olahraga. 

 

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  

Tugas Pokok : menyelenggarakan urusan pencegahan dan 

pengendalian penyakit berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan serta mengacu 

pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam 

rangka mencapai sasaran dan program.  

Fungsi  : 

a. Perencanaan program kerja Bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit; 

b. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan; 

c. Penyelenggaraan urusan pencegahan dan pengendalian 

penyakit;  

d. Pengevalusian dan pelaporan pelaksanaan program kerja 

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan  

e. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi 

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit membawahkan dan 

mengoordinasikan :  

a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;  

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan  

c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 

dan Kesehatan Jiwa. 

 

 



5. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan 

Tugas Pokok : menyelenggarakan urusan pelayanan dan 

sumber daya kesehatan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan serta mengacu 

pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam 

rangka mencapai sasaran dan program.  

Fungsi  : 

a. Perencanaan program kerja Bidang Pelayanan dan Sumber 

Daya Kesehatan; 

b. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan; 

c. Penyelenggaraan urusan pelayanan dan sumber daya 

kesehatan; 

d. Pengevalusian dan pelaporan pelaksanaan program kerja 

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan; dan  

e. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi 

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Pelayanan 

dan Sumber Daya Kesehatan membawahkan dan 

mengoordinasikan :  

a. Seksi Pelayanan Kesehatan;  

b. Seksi Kefarmasiaan, Alat Kesehatan, dan Perbekalan 

Kesehatan Rumah Tangga; dan  

c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; 

 

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan 

yang bekerja secara professional. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 

Kesehatan Kota Bontang. UPT sebagaimana dimaksud terdiri 

atas:  

a. UPT Puskesmas Bontang Barat 

b. UPT Puskesmas Bontang Utara I 

c. UPT Puskesmas Bontang Utara II 



d. UPT Puskesmas Bontang Selatan I 

e. UPT Puskesmas Bontang Selatan II 

f. UPT Puskesmas Bontang Lestari 

g. UPT Laboratorium Kesehatan  

h. UPT RSUD Taman Husada 

 

7. Jabatan Fungsional 

Tugas pokoknya adalah melaksanakan kegiatan dalam rangka 

menunjang tugas dan fungsi Dinkes berdasarkan keahlian 

dan/atau keterampilan. 

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan 

Kota Bontang dapat dilihat dalam gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bontang 



BAB II  

PERENCANAAN KINERJA  

 

A. Tujuan dan Sasaran Strategis  

Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala 

Daerah terpilih serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan 

strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, 

dan kegiatan. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Kesehatan Kota 

Bontang akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu 

satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya 

dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang 

mempengaruhinya.  

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk 

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. 

Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan 

fungsi Dinas Kesehatan Kota Bontang serta profil pelayanan yang terkait 

dengan indikator kinerja.  

 



Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2021-2026 

No. Tujuan  Sasaran Kinerja  Indikator Kinerja 
Utama  

Satuan  Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke- 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Peningkat
an Akses 
dan 
Kualitas 
Layanan 
Kesehatan 

Meningkatkan sistem 
pelayanan kesehatan 
melalui penguatan upaya 
kesehatan masyarakat, 
pengendalian penyakit dan 
pengelolaan kedaruratan 
kesehatan masyarakat dan 
meningkatnya jaminan 
layanan Universal Coverage 

Angka Kematian Ibu Rasio 250 200 183 172 161 

Angka Kematian 
Bayi 

Rasio 11 11 10 10 10 

Angka kesembuhan 
TB 

Persen 92 93 94 95 95 

Prevalensi HIV Persen 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 

IR DBD Rasio 250 230 210 200 200 

Prevalensi Hipertensi Persen 25 25 25 25 25 

Cakupan Kepesertaan 
JKN 

Persen 100 100 100 100 100 

2  Meningkatkan 
kesadaran masyarakat 
terhadap PHBS, pola 
asuh dan pola makan 

Prevalensi balita gizi 
kurang (Wasting) 

Persen 7 7 6 6 6 

Prevalensi Baduta 
Pendek (Stunting) 

Persen 18 18 17 17 17 

Prevalensi balita Gizi 
Kurus (BB Kurang / 
Underweight) 

Persen 13 12 11 10 10 

3  Persentase tenaga 
kesehatan berizin 

Persen 100 100 100 100 100 



Meningkatkan 
kualitas SDM 
kesehatan 

Jumlah FKTP dengan 
SDM sesuai standar 
(jumlah, jenis dan 
kompetensi) 

FKTP 6 6 6 6 6 

Jumlah Rumah Sakit 
dengan SDM sesuai 
Standar 

RS 5 5 6 6 6 

 Jumlah tenaga 

kesehatan yang 
mendapat pelatihan 
sesuai standar 

Orang 75 100 125 150 150 

Jumlah tenaga 
kesehatan yang 
mendapatkan 
peningkatan Pendidikan 

Orang 20 25 30 35 40 

4  Menyediakan sarana 
dan prasarana 
layanan kesehatan 

Rasio Fasilitas 
Kesehatan Tingkat 
Pertama (FKTP) 
persatuan penduduk 

Rasio 1:16.000 1:16.000 1:16.000 1:16.000 1:16.000 

Persentase FKTP milik 
pemerintah yang 
terakreditasi 

Persen 100 100 100 100 100 

Terbangunnya Sistem 
informasi kesehatan 
daerah (SikDa) terpadu 

Persen 100 100 100 100 100 

 Ketersediaan Obat 
Esensial 

Persen 100 100 100 100 100 

 Persentase sarana 
Produksi Obat, Sarana 
Distribusi Obat dan 
Makanan yang Berizin 

Persen 100 100 100 100 100 



5  Meningkatkan 
Pelayanan Kesehatan 
Rujukan 

SPM RSUD Persen 114 (75%) 122 
(80,2%) 

129 
(84,8%) 

136 
(88,4%) 

144 
(94,7%) 

   Status Akreditasi RSUD Status Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna 

   Kinerja Keuangan 
RSUD 

Skor 19 20 21 22 23 

6 Penguatan 
dan 
Penerapan 
Perilaku 
Hidup 
Bersih dan 
Sehat 
 

Mengoptimalkan 
Gerakan masyarakat 
hidup sehat (Germas) 

Penerapan/pelaksanaan 
5 kluster kebijakan 
GERMAS di Kelurahan 
(Peningkatan Aktivitas 
Fisik, Peningkatan 
PHBS, Penyediaan 
Pangan Sehat dan 
Percepatan Perbaikan 
Gizi, Peningkatan 
Pencegahan dan Deteksi 
Dini Penyakit, 
Peningkatan Kualitas 
Lingkungan Hidup) 

Persentase 35 40 45 50 55 



B. Indikator Kinerja Utama  

lndikator Kinerja Utama Tahun 2022 merupakan acuan ukuran 

kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas 

Kesehatan Kota Bontang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, 

menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen 

penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta 

melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana 

Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2021-2026. 

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap 

pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan 

disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang. Indikator 

Kinerja Utama wajib dilakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja 

dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.  



Tabel 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 

No. Tujuan Sasaran  Indikator Kinerja Utama 
Target 

Kinerja  

Penanggung 

Jawab  

1  

Peningkatan 

Akses dan 

Kualitas 

Layanan 

Kesehatan 

Meningkatkan sistem 
pelayanan kesehatan 
melalui penguatan upaya 
kesehatan masyarakat, 
pengendalian penyakit 
danpengelolaan 
kedaruratan kesehatan 
masyarakat dan 
meningkatnya jaminan 
layanan Universal 

Coverage 

Angka Kematian Ibu 250 Bidang Kesehatan Masyarakat 

Angka Kematian Bayi 11 Bidang Kesehatan Masyarakat 

Angka kesembuhan TB 92% Bidang Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit 

Prevalensi HIV 0,17% Bidang Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit 

IR DBD 250 Bidang Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit 

Prevalensi Hipertensi 25 Bidang Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit 

Cakupan Kepesertaan 
JKN 

100% Bidang Pelayanan dan Sumber Daya 
Kesehatan 

2 Meningkatkan kesadaran 
masyarakat terhadap 
PHBS, pola asuh dan pola 
Makan 

Prevalensi balita gizi 
kurang (Wasting) 

7% Bidang Kesehatan Masyarakat 

Prevalensi Baduta 
Pendek (Stunting) 

18% Bidang Kesehatan Masyarakat 

Prevalensi balita Gizi 
Kurus (BB Kurang / 
Underweight) 

13% Bidang Kesehatan Masyarakat 

3 Meningkatkan kualitas 
SDM kesehatan 

Persentase tenaga 

kesehatan berizin 

100 Bidang Pelayanan dan Sumber Daya 
Kesehatan 

Jumlah FKTP dengan 

SDM sesuai standar 

(jumlah, jenis dan 

kompetensi) 

6 Bidang Pelayanan dan Sumber Daya 

Kesehatan 



Jumlah Rumah Sakit 

dengan SDM sesuai 

Standar 

5 Bidang Pelayanan dan Sumber Daya 
Kesehatan 

Jumlah tenaga 

kesehatan yang 

mendapat pelatihan 

sesuai standar 

75 Bidang Pelayanan dan Sumber Daya 
Kesehatan 

Jumlah tenaga 

kesehatan yang 

mendapatkan 

peningkatan Pendidikan 

20 Bidang Pelayanan dan Sumber Daya 
Kesehatan 

4 Menyediakan sarana dan 

prasarana layanan 

kesehatan 

Rasio Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama (FKTP) 

persatuan penduduk 

1:16.000 Bidang Pelayanan dan Sumber Daya 
Kesehatan 

Persentase FKTP milik 

pemerintah yang terakreditasi 

100% Bidang Pelayanan dan Sumber Daya 
Kesehatan 

Terbangunnya Sistem 

informasi kesehatan 

daerah (SikDa) terpadu 

100% Sekretariat 

Ketersediaan Obat Esensial 100% Bidang Pelayanan dan Sumber Daya 
Kesehatan 

Persentase sarana Produksi 

Obat, Sarana Distribusi Obat 

dan Makanan yang Berizin 

100% Bidang Pelayanan dan Sumber Daya 
Kesehatan 

5  Meningkatkan Pelayanan 

Kesehatan Rujukan 

SPM RSUD 114(75%) UPT RSUD Taman Husada 

Status Akreditasi RSUD Paripurna UPT RSUD Taman Husada 

Kinerja Keuangan RSUD 19 UPT RSUD Taman Husada 



6 Penguatan dan 
Penerapan 
Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat 
 

Mengoptimalkan Gerakan 

masyarakat hidup sehat 

(Germas) 

Penerapan/pelaksanaan 5 

kluster kebijakan GERMAS di 

Kelurahan (Peningkatan 

Aktivitas Fisik, Peningkatan 

PHBS, Penyediaan Pangan 

Sehat dan Percepatan 

Perbaikan Gizi, Peningkatan 

Pencegahan dan Deteksi Dini 

Penyakit, Peningkatan 

Kualitas Lingkungan Hidup) 

35 Bidang Kesehatan Masyarakat 

 

 

 



C. Perjanjian Kinerja  

Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan 

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan 

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau 

kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian 

kinerja, diharapkan dapat terwujud komitmen penerima amanah dan 

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja 

terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta 

sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi 

pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, 

tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat 

kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja 

yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari 

kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan 

kinerja setiap tahunnya. 

Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah:  

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;  

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja 

aparatur;  

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian 

tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian 

penghargaan dan sanksi;  

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi 

dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima 

amanah;  

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.  

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 

2022, menetapkan 6 sasaran strategis dan 24 indikator kinerja 

utama yaitu: 

 



Tabel 3. Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas 
Kesehatan Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 

 

 

 

 

 

 



BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA  

A. Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya 

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja 

Tahun Anggaran 2021 Nomor 700/1015/ITDA.03 tertanggal 15 Juni 2022 

oleh Inspektorat Daerah Kota Bontang, Dinas Kesehatan Kota Bontang 

memperoleh nilai sebesar 83,58 yang menunjukkan dalam kategori A atau 

Baik. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh 

komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bontang 

dengan rincian sebagai berikut:  

Tabel 4. Penilaian Terhadap Komponen Evaluasi SAKIP  

Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2018-2021 

No. Komponen Yang Dinilai Bobot Nilai Hasil Evaluasi 

2018 2019 2020 2021 

1. Perencanaan Kinerja  30 17,96 23,64 23,50 23,63 

2. Pengukuran Kinerja 25 10,63 16,88 17,19 22,11 

3. Pelaporan Kinerja 15 12,40 12,04 12,04 14,50 

4. Evaluasi Internal  10 5,29 5,62 4,91 23,33 

5. Pencapaian Sasaran / 
Kinerja Organisasi 

20 12,66 11,83 10,21  

Nilai Hasil Evaluasi 100 58,92 70,19 67,85 83,58 

 

Terhadap permasalahan yang telah disampaikan pada saat evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja, maka rekomendasi yang akan dilakukan adalah:  

Tabel 5. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP  

Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2021 

No. Rekomendasi Tindak Lanjut Keterangan 

1. 

Melakukan perbaikan 

target kinerja tahunan 

agar dapat digunakan 

untuk mengukur 

keberhasilan  

Telah dilakukan 

perbaikan target 

kinerja dalam Renstra 

Dinas Kesehatan 

Tahun 2021-2026 

Dokumen Renstra Dinkes Tahun 

2021-2026 (4.3. RENSTRA 

DINKES TAHUN 2021-2026.pdf) 

2. 

Mereviu indikator 

kinerja individu yang 

selaras dengan kinerja 

organisasi serta 

Telah disosialisasikan 

Indikator Kinerja 

Utama Dinas 

Kesehatan yang 

diturunkan menjadi  

Dokumen SKP Kepala Dinas 

(..\2. DATA KEPEGAWAIAN\SKP 

KADIS\SKP - Bu Toetoek (Jul-

Des) 2021.xlsx, ..\2. DATA 

KEPEGAWAIAN\SKP KADIS\SKP 

file:///D:/PERENCANAAN%20DINKES/LAKIP%20atau%20LKJIP/4.3.%20RENSTRA%20DINKES%20TAHUN%202021-2026.pdf
file:///D:/PERENCANAAN%20DINKES/LAKIP%20atau%20LKJIP/4.3.%20RENSTRA%20DINKES%20TAHUN%202021-2026.pdf
file:///D:/PERENCANAAN%20DINKES/2.%20DATA%20KEPEGAWAIAN/SKP%20KADIS/SKP%20-%20Bu%20Toetoek%20(Jul-Des)%202021.xlsx
file:///D:/PERENCANAAN%20DINKES/2.%20DATA%20KEPEGAWAIAN/SKP%20KADIS/SKP%20-%20Bu%20Toetoek%20(Jul-Des)%202021.xlsx
file:///D:/PERENCANAAN%20DINKES/2.%20DATA%20KEPEGAWAIAN/SKP%20KADIS/SKP%20-%20Bu%20Toetoek%20(Jul-Des)%202021.xlsx
file:///D:/PERENCANAAN%20DINKES/2.%20DATA%20KEPEGAWAIAN/SKP%20KADIS/SKP%20-%20Bu%20Toetoek%202022%20(Blm%20Penilaian).xlsx
file:///D:/PERENCANAAN%20DINKES/2.%20DATA%20KEPEGAWAIAN/SKP%20KADIS/SKP%20-%20Bu%20Toetoek%202022%20(Blm%20Penilaian).xlsx


dijadikan acuan dalam 

penyusunan SKP  

SKP Kepala Dinas, 

Kepala Bidang serta 

staf terkait pada 

tanggal 1-2 Maret 2022 

- Bu Toetoek 2022 (Blm 

Penilaian).xlsx)  

3. 

Memanfaatkan target-

target dalam rencana 

aksi sebagai dasar 

pelaksanaan setiap 

kegiatan dan acuan 

dalam mengevaluasi 

capaian output 

kegiatan  

Telah disosialisasikan 

terkait dengan target 

yang ada dalam 

kegiatan Aksi 

Perubahan “GENAH 

MONALISA” pada 

tanggal 18 April 2022 

Dokumen Aksi Perubahan 

“GENAH MONALISA” (Gerakan 

Amananah Monitoring 

Perencanaan dan Tindak Lanjut 

Masalah (..\1. DATA 

PERENCANAAN 

KEUANGAN\12052022_PAPARAN 

AKTUALISASI RTBB 

RAHMA.pptx) 

4. 

Melakukan 

pengumpulan data 

kinerja atas Rencana 

Aksi secara berkala  

Pengumpulan data 

kinerja belum 

dilakukan secara 

berkala, dilakukan 

hanya 1 kali setahun  

Perlu dijadwalkan Sosialisasi 

SOP Pengumpulan Kinerja (27. 

SOP Pengumpulan Data 

Kinerja.docx) 

5. 

Pengukuran kinerja 

organisasi dijadikan 

dasar dalam 

pemberian reward dan 

punishment  

Belum dilakukan  - 

6. 

Informasi kinerja yang 

disajikan harus dapat 

digunakan untuk 

penilaian dan 

peningkatan kinerja  

Sudah digunakan 

dalam penyusunan 

dokumen LAKIP 

Tingkat Kota  

Laporan LKIP Tingkat Kota 

(LKJIP TAHUN 2021\DATA LKJIP 

KOTA TAHUN 2021.pdf) 

7. 

Menyusun laporan 

hasil pemantauan 

Rencana Aksi secara 

berkala dengan 

menyajikan informasi 

terkait alternative 

perbaikan yang dapat 

dilaksanakan dan 

membahasnya dengan 

pihak-pihak yang 

berkepentingan, serta 

melaporkan hasil 

tindak lanjut seluruh 

rekomendasi dari hasil 

evaluasi Rencana Aksi  

Belum dilakukan - 
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B. Capaian Kinerja Organisasi  

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan 

atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran 

kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang 

dalam formulir Pengukuran Kinerja.  

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi 

dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, rasio, rata-

rata, angka dan jumlah. Penghitungan presentase pencapaian 

rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik 

komponen realisasi, dalam kondisi: 

a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana 

tingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus : 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 =  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
 𝑥 100% 

b. Semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang 

semakin baik, maka digunakan rumus : 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 =  
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 − (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 − 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
 𝑥 100% 

 

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini 

berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah  

Tabel 6. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 

No. 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
% 

Capaian 
Status 

1 

Meningkatkan 
sistem 
pelayanan 
kesehatan 
melalui 
penguatan 
upaya 
kesehatan 
masyarakat, 
pengendalian 
penyakit dan 
pengelolaan 

Angka Kematian Ibu Rasio 250 119 47,6 
 

Angka Kematian 
Bayi 

Rasio 11 11 100,00 
 

Angka kesembuhan 
TB 

Persen 92 86 93,48 
 

Prevalensi HIV Persen 0,17 0,27 158,82 
 

IR DBD Rasio 250 317 126,80 
 

Prevalensi Hipertensi Persen 25 3,64 14,86 
 



kedaruratan 
kesehatan 
masyarakat 
dan 
meningkatnya 
jaminan 
layanan 
Universal 
Coverage 

Cakupan 
Kepesertaan JKN 

Persen 100 104,3 104,30 

 

2 

Meningkatkan 
kesadaran 
masyarakat 
terhadap 
PHBS, pola 
asuh dan pola 
makan 

Prevalensi balita gizi 

kurang (Wasting) 
Persen 7 8,1 115,71 

 

Prevalensi Baduta 
Pendek (Stunting) 

Persen 18 23,6 131,11 

 

Prevalensi balita Gizi 
Kurus (BB Kurang / 
Underweight) 

Persen 13 15,13 116,38 

 

3 
Meningkatkan 
kualitas SDM 
kesehatan 

Persentase tenaga 
kesehatan berizin 

Persen 100 100 100,00 

 

Jumlah FKTP 
dengan SDM sesuai 
standar (jumlah, 
jenis dan 
kompetensi) 

FKTP 6 6 100,00 

 

Jumlah Rumah 
Sakit dengan SDM 
sesuai Standar 

RS 5 5 100,00 
 

Jumlah tenaga 
kesehatan yang 
mendapat pelatihan 
sesuai standar 

Orang 75 171 228,00 

 

Jumlah tenaga 
kesehatan yang 
mendapatkan 
peningkatan 
Pendidikan 

Orang 20 12 60,00 

 

4 

Menyediakan 
sarana dan 
prasarana 
layanan 

kesehatan 

Rasio Fasilitas 
Kesehatan Tingkat 
Pertama (FKTP) 
persatuan penduduk 

Rasio 1: 16.000 1:16.000 100,00 

 

Persentase FKTP 
milik pemerintah 
yang terakreditasi 

Persen 100 100 100,00 
 

Terbangunnya 
Sistem informasi 
kesehatan daerah 
(SikDa) terpadu 

Persen 100 100 100,00 

 



Ketersediaan Obat 
Esensial 

Persen 100 100 100,00 
 

Persentase sarana 
Produksi Obat, 
Sarana Distribusi 
Obat dan Makanan 
yang Berizin 

Persen 100 86,32 86,32 

 

5 

Meningkatkan 

Pelayanan 
Kesehatan 
Rujukan 

SPM RSUD Persen 
114 

(75%) 

107 
(70,39%) 

 
91,45 

 

Status Akreditasi 
RSUD 

Status 
Paripurn

a 
Paripurn

a  
Paripur

na 

 

Kinerja Keuangan 
RSUD 

Skor 19 19 100,00 
 

6 

Mengoptimalk
an Gerakan 
masyarakat 
hidup sehat 
(Germas) 

Penerapan/pelaksan
aan 5 kluster 
kebijakan GERMAS 
di Kelurahan 
(Peningkatan 
Aktivitas Fisik, 
Peningkatan PHBS, 
Penyediaan Pangan 
Sehat dan 
Percepatan 
Perbaikan Gizi, 
Peningkatan 
Pencegahan dan 
Deteksi Dini 
Penyakit, 
Peningkatan 
Kualitas Lingkungan 
Hidup) 

Persent
ase 

35 47 134,29 

 

 

Berdasarkan tabel 6 diatas, terdapat beberapa capaian yang 

belum memenuhi target yaitu:  

a. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup 

b. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup 

c. Angka kesembuhan TB 

d. Prevalensi HIV 

e. IR DBD 

f. Prevalensi Balita Gizi Kurang (Wasting) 

g. Prevalensi Baduta Pendek (Stunting) 

h. Prevalensi Balita Gizi Kurus (BB Kurang/Underweight) 



i. Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan 

pendidikan 

j. Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) persatuan 

penduduk.  

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja  

Tahun ini dengan Tahun Lalu  

Tabel 7. Perbandingan Realisai Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 
dengan Tahun 2021 

No. Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Realisasi 
% Peningkatan 

/Penurunan 
Keterangan 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

1 

Meningkatkan 
sistem pelayanan 
kesehatan 
melalui 
penguatan upaya 
kesehatan 
masyarakat, 
pengendalian 
penyakit dan 
pengelolaan 
kedaruratan 
kesehatan 
masyarakat dan 
meningkatnya 
jaminan layanan 
Universal 
Coverage 

Angka 
Kematian Ibu 

Rasio 469,89 119 -0,75 Penurunan 

Angka 
Kematian Bayi 

Rasio 14,39 11 -0,24 Penurunan 

Angka 
kesembuhan 
TB 

Persen 76,19 86 0,13 Peningkatan 

Prevalensi HIV Persen 0,18 0,27 0,50 Peningkatan 

IR DBD Rasio 321,69 317 -0,01 Penurunan 

Prevalensi 
Hipertensi 

Persen 3,04 3,64 0,20 Peningkatan 

Cakupan 
Kepesertaan 
JKN 

Persen 102,56 104,3 -0,01 Penurunan 

2 

Meningkatkan 
kesadaran 
masyarakat 
terhadap PHBS, 
pola asuh dan 
pola makan 

Prevalensi 

balita gizi 
kurang 
(Wasting) 

Persen 7,03 8,1 0,15 Peningkatan 

Prevalensi 
Baduta 
Pendek 
(Stunting) 

Persen 20,31 23,6 0,15 Peningkatan 

Prevalensi 
balita Gizi 
Kurus (BB 
Kurang / 
Underweight) 

Persen 12,03 15,13 0,26 Peningkatan 

3 

Meningkatkan 
kualitas SDM 
kesehatan 

Persentase 
tenaga 
kesehatan 
berizin 

Persen 100 100 0 - 



Jumlah FKTP 
dengan SDM 
sesuai standar 
(jumlah, jenis 
dan 
kompetensi) 

FKTP 6 6 0 - 

Jumlah 
Rumah Sakit 
dengan SDM 
sesuai Standar 

RS 5 5 0 - 

Jumlah tenaga 
kesehatan 
yang 
mendapat 
pelatihan 
sesuai standar 

Orang 19 171 8,00 Peningkatan 

Jumlah tenaga 
kesehatan 
yang 
mendapatkan 
peningkatan 
Pendidikan 

Orang 21 12 -0,43 Penurunan 

4 

Menyediakan 
sarana dan 
prasarana 
layanan 
kesehatan 

Rasio Fasilitas 
Kesehatan 
Tingkat 
Pertama 
(FKTP) 
persatuan 
penduduk 

Rasio 
1:30.4

64 
1:16.0

00 
-0,47 Penurunan 

Persentase 
FKTP milik 
pemerintah 
yang 
terakreditasi 

Persen 100 100 0 
- 
 

Terbangunnya 
Sistem 
informasi 
kesehatan 
daerah (SikDa) 
terpadu 

Persen 83 100 0,20 Peningkatan 

Ketersediaan 
Obat Esensial 

Persen 100 100 0 - 

Persentase 
sarana 
Produksi Obat, 
Sarana 
Distribusi 
Obat dan 
Makanan yang 
Berizin 

Persen 86,32 86,32 0 - 



5 

Meningkatkan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Rujukan 

SPM RSUD Persen - 

107 
(70,39

%) 
 

- - 

Status 
Akreditasi 
RSUD 

Status 
Paripu

rna 
Paripu

rna  
- - 

Kinerja 
Keuangan 
RSUD 

Skor 21,65 18 -0,12 Penurunan 

6 

Mengoptimalkan 
Gerakan 
masyarakat 
hidup sehat 
(Germas) 

Penerapan/pel

aksanaan 5 
kluster 
kebijakan 
GERMAS di 
Kelurahan 
(Peningkatan 
Aktivitas Fisik, 
Peningkatan 
PHBS, 
Penyediaan 
Pangan Sehat 
dan 
Percepatan 
Perbaikan 
Gizi, 
Peningkatan 
Pencegahan 
dan Deteksi 
Dini Penyakit, 
Peningkatan 
Kualitas 
Lingkungan 
Hidup) 

Persentase 100 47 -0,53 Penurunan 

Berdasarkan tabel 7 diatas, diketahui bahwa terdapat beberapa 

indikator yang mengalami Peningkatan dan atau Penurunan realisasi 

capaian dari tahun sebelumnya yaitu :  

a. Angka Kematian Ibu (AKI) 

b. Angka Kematian Bayi (AKB) 

c. Angka kesembuhan TB 

d. Prevalensi HIV 

e. IR DBD 

f. Prevalensi Hipertensi 

g. Cakupak Kepesertaan JKN 

h. Prevalensi Balita Gizi Kurang (Wasting) 

i. Prevalensi Baduta Pendek (Stunting) 



j. Prevalensi Balita Gizi Kurus (BB Kurang/Underweight) 

k. Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan sesuai 

standar 

l. Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan 

pendidikan 

m. Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 

n. Terbangunnya Sistem informasi kesehatan daerah (Sikda) terpadu 

o. Kinerja keuangan RSUD 

p. Penerapan/pelaksanaan 5 kluster kebijakan GERMAS di 

Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, 

Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, 

Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan 

Kualitas Lingkungan Hidup) 

 

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan 

Target Jangka Menengah  

Tabel 8. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD 

No. 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Realisasi 
Tahun 
2022 

Target 
Akhir 

RPJMD 

% 
Tingkat 
Capaian 

1 

Meningkatkan 
sistem 
pelayanan 
kesehatan 
melalui 
penguatan 

upaya 
kesehatan 
masyarakat, 
pengendalian 
penyakit dan 
pengelolaan 
kedaruratan 
kesehatan 
masyarakat dan 
meningkatnya 
jaminan 
layanan 
Universal 
Coverage 

Angka 
Kematian Ibu 

Rasio 119 161 73,91 

Angka 
Kematian Bayi 

Rasio 11 10 110,00 

Angka 
kesembuhan 
TB 

Persen 86 92 93,48 

Prevalensi HIV Persen 0,27 0,16 168,75 

IR DBD Rasio 317 200 158,50 

Prevalensi 
Hipertensi 

Persen 3,64 25 
14,56 
 

Cakupan 
Kepesertaan 
JKN 

Persen 104,3 100 
104,3 
 

2 
Meningkatkan 
kesadaran 
masyarakat 

Prevalensi 
balita gizi 

Persen 8,1 6 135,00 



terhadap PHBS, 
pola asuh dan 
pola makan 

kurang 
(Wasting) 

Prevalensi 
Baduta Pendek 
(Stunting) 

Persen 23,6 17 138,82 

Prevalensi 
balita Gizi 
Kurus (BB 
Kurang / 
Underweight) 

Persen 15,13 10 151,30 

3 
Meningkatkan 
kualitas SDM 
kesehatan 

Persentase 
tenaga 
kesehatan 
berizin 

Persen 100 100 
100,00 
 

Jumlah FKTP 
dengan SDM 
sesuai standar 
(jumlah, jenis 
dan 
kompetensi) 

FKTP 6 6 100,00 

Jumlah Rumah 
Sakit dengan 
SDM sesuai 
Standar 

RS 5 6 
120,00 
 

Jumlah tenaga 
kesehatan yang 
mendapat 
pelatihan 
sesuai standar 

Orang 171 150 87,72 

Jumlah tenaga 
kesehatan yang 
mendapatkan 
peningkatan 

Pendidikan 

Orang 12 40 30,00 

4 

Menyediakan 
sarana dan 
prasarana 
layanan 
kesehatan 

Rasio Fasilitas 
Kesehatan 
Tingkat 
Pertama (FKTP) 
persatuan 
penduduk 

Rasio 1:16.000 1:16.000 100,00 

Persentase 
FKTP milik 
pemerintah 
yang 
terakreditasi 

Persen 100 100 100,00 

Terbangunnya 
Sistem 
informasi 
kesehatan 

Persen 100 100 100,00 



daerah (SikDa) 
terpadu 

Ketersediaan 
Obat Esensial 

Persen 100 100 100,00 

Persentase 
sarana 
Produksi Obat, 
Sarana 
Distribusi Obat 
dan Makanan 

yang Berizin 

Persen 86,32 100 86,32 

5 

Meningkatkan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Rujukan 

SPM RSUD Persen 
107 
(70,69%) 

144 (94,7) 74,31 

Status 
Akreditasi 
RSUD 

Status Paripurna Paripurna 
Paripur
na 

Kinerja 
Keuangan 
RSUD 

Skor 19 23 82,61 

6 

Mengoptimalkan 
Gerakan 
masyarakat 
hidup sehat 
(Germas) 

Penerapan/pela
ksanaan 5 
kluster 
kebijakan 
GERMAS di 
Kelurahan 
(Peningkatan 
Aktivitas Fisik, 
Peningkatan 
PHBS, 
Penyediaan 
Pangan Sehat 
dan Percepatan 
Perbaikan Gizi, 
Peningkatan 

Pencegahan 
dan Deteksi 
Dini Penyakit, 
Peningkatan 
Kualitas 
Lingkungan 
Hidup) 

Persent
ase 

47 55 85,45 

 

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan 

Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan  

a. Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup  

Berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2022, indikator ini 

telah mencapai 119/100.000 kelahiran hidup dari target yang telah 

ditetapkan sebanyak 250/100.000 kelahiran hidup dengan capaian 



kinerja -47,6%. Terdapat 4 jumlah kasus kematian ibu yang 

menjadi penyebab sehingga belum tercapainya target yang 

ditetapkan. Penyebab permasalahan kematian ibu belum mencapai 

target yang ditetapkan disebabkan penyebab tidak langsung 

dimana ibu meninggal dikarenakan terpapar penyakit gangguan 

peredaran darah dan penyakit infeksi lainnya. 

b. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup  

Berdasarkan tahun 2022, capaian indikator pada tahun ini 

mencapai 11/1.000 kelahiran hidup dari target yang telah 

ditetapkan yaitu sebanyak 11/1.000 kelahiran hidup dengan 

capaian kinerja 100%. Angka Kematian Bayi tidak mengalami 

peningkatan maupun penurunan, dimana terdapat 37 jumlah 

kasus kematian bayi di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Dimana jumlah kasus kematian bayi pada tahun 2021 

sebanyak 49 kasus. Penyebab Angka Kematian Bayi (AKB) 

disebabkan oleh kelainan konginetal, asfiksia dan Berat Badan 

Lahir Rendah (BBLR).  

 

c. Prevalensi Balita Gizi Kurus (Wasting)  

Indikator masalah gizi adalah indikator yang digunakan 

untuk menilai besaran masalah gizi yang terjadi di satu wilayah. 

Indikator masalah gizi salah satunya adalah Persentase Balita Gizi 

Kurang (Wasting). Berat Badan Kurang merupakan masalah gizi 

yang bersifat umum dapat disebabkan karena masalah kronis 

ataupun akut, sehingga perlu konfirmasi lebih lanjut. Masalah 

Berat Badan Kurang yang terjadi lama akan mengakibatkan 

gangguan pertumbuhan pada anak. Indikator ini sebagai indikator 

outcome yang bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari upaya 

program gizi yang telah dilakukan.  

Berdasarkan pada tahun 2022 diketahui bahwa realisasi 

indikator Prevalensi Gizi Kurang di Kota Bontang telah mencapai 

8,1% dari target yang telah ditentukan sebanyak 7% dengan 

capaian kerja sebesar 84,29%. Penyebab masih terdapat balita 

dengan Gizi Kurang adalah disebabkan pola asuh dan pola makan 

tidak sesuai standar sehingga angka kecukupan gizi tidak sesuai 



dengan usia anak, banyak bumil Kurang Energi Kronik (KEK) dan 

anemia, pemantauan pertumbuhan balita masih rendah, fasilitas 

yang belum memenuhi standar atau pasien yang belum 

mendapatkan layanan sesuai standar.  

d. Prevalensi Baduta Pendek (Stunting) 

Selain kasus Balita Gizi Kurang (Wasting), Prevalensi Baduta 

Pendek (Stunting) juga menjadi masalah yang banyak terjadi di 

masyarakat. Baduta Pendek (Stunting) ini terjadi disebabkan oleh 

gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat 

kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan 

panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. 

Pada tahun 2022 diketahui bahwa realisasi terkait Baduta 

Pendek (Stunting) mencapai 23,6%. Angka ini lebih tinggi dari 

target yang telah ditetapkan sebesar 18% dengan capaian kinerja 

pada tahun 2022 sebesar 70,22%. Penyebab Baduta Pendek 

(Stunting) masih terjadi disebabkan karena asupan kalori dan 

asupan hewani yang kurang saat dalam masa MPASI, faktor sosio-

ekonomi (kemiskinan) atau pengetahuan yang rendah mengenai 

pemberian makan untuk bayi dan balita (kecukupan ASI). 

 

e. Insidensi Rate DBD per 100.000 penduduk  

Insidensi Rate DBD per 100.000 penduduk. Demam 

Berdarah Dengue adalah penyakit menular yang disebabkan oleh 

virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti. 

Penyakit ini dapat menyerang semua orang terutama pada anak, 

dan sering menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Indonesia. 

Penyakit ini ditemukan di daerah tropis dan sub-tropis, dan 

menjangkit luas di banyak negara di Asia Tenggara.  

Demam berdarah dengue (DBD) merupakan penyakit 

berbasis vektor yang menjadi penyebab kematian utama di daerah 

tropis. Virus Dengue penyebab Demam Dengue (DD), Demam 

Berdarah Dengue (DBD) dan Dengue Shock Syndrome (DSS) 

termasuk dalam kelompok B Arthropoda Virus (Arbovirosis) yang 

sekarang dikenal sebagai genus Flavivirus, famili Flaviviridae, dan 

mempunyai 4 jenis serotipe, yaitu: Den-1, Den-2, Den-3, Den-4. 



Penyakit DBD merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi 

masalah kesehatan masyarakat dan endemis di Kota Bontang. 

Setiap tahun, kejadian penyakit demam berdarah dengue (DBD) di 

Bontang cenderung meningkat pada pertengahan musim 

penghujan.  

Pada indikator Insidensi Rate (IR/Angka Kesakitan) DBD 

untuk tahun 2022 realisasi IR DBD mencapai 317/100.000 

penduduk, angka ini lebih tinggi dari target yang telah ditentukan 

yaitu sebesar 250/100.000 penduduk dengan capaian kinerja 

diperoleh sebesar 73,20%. Angka realisasi ini menurun jika 

dibandingkan dengan tahun lalu dimana pada tahun 2021 untuk 

indikator Insidensi Rate (IR/Angka Kesakitan) DBD realisasi 

mencapai 321,69/100.000 penduduk dengan target 50/100.000 

penduduk.  

Target akhir Renstra Dinas Kesehatan untuk IR / angka 

kesakitan DBD sebesar 50/100.000 penduduk lebih tinggi 1 poin 

dari target Renstra Kemenkes yaitu 49/100.000 penduduk. Jika 

dibandingkan capaian kinerja tahun 2020 dengan target akhir 

Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021 maka capaiannya sebesar 

minus 96,92/100.000 penduduk, jika dibandingkan dengan target 

akhir Renstra Kemenkes maka capaiannya sebesar minus 102,98. 

Hal ini berarti Dinas Kesehatan Kota Bontang harus melakukan 

upaya optimal untuk menurunkan angka kesakitan / IR DBD di 

tahun 2021.  

5. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja  

a. Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup  

Tindak lanjut yang harus dilakukan dalam menekan kasus 

kematian ibu adalah pemberdayaan masyarakat secara dini bagi 

wanita usia subur (WUS) termasuk calon pasangan  usia subur 

(PUS) melalui pemberian edukasi kesehatan reproduksi pada PUS, 

calon pengantin dan remaja putri, penyetaraan standar pelayanan 

kesehatan pada ibu hamil, bersalin dan nifas di fasilitas kesehatan, 

dan pemenuhan sarana prasarana kegawatdaruratan obstetri, 



maternal dan neonatal yang sampai saat ini hanya 2 dari 5 Rumah 

Sakit yang memenuhi yaitu RSUD Taman Husada dan RS. Pupuk 

Kaltim (memiliki Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi 

Komprehensif (PONEK), selain itu penggerakan peningkatan kelas 

ibu hamil di kelurahan / puskesmas termasuk edukasi suami 

siaga. 

b. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup  

Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kesadaran ibu hamil, 

keluarga dan masyarakat terhadap resiko kematian bayi disamping 

pemenuhan sarana prasarana kegawatdaruratan neonatal yang 

sampai saat ini terbatas di RSUD Taman Husada dan RS. Pupuk 

Kaltim yang memiliki ruang perawatan Neonatal Intensive Care 

Unit (NICU). 

c. Prevalensi Balita Gizi Kurus/Wasting (BB/TB) 

Upaya penanganan yang telah dilakukan adalah. Pemberian 

PMT bagi Bumil KEK, edukasi bagi ibu hamil terkait manfaat Fe 

selama kehamilan, peningkatan pelayanan ANC sesuai standar 

dengan pembinaan oleh Dinas Kesehatan secara berkala, 

maksimalkan pelayanan kelas ibu hamil, dan penyuluhan calon 

pengantin. 

d. Prevalensi Baduta Gizi Pendek (Stunting) 

Upaya yang telah dilakukan untuk menekan angka stunting 

adalah dengan cara melakukan pemeriksaan kehamilan secara 

berkala dan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil guna 

mencukupi kandungan gizi dan zat besi pada ibu hamil. Pemberian 

makanan tambahan berupa protein hewani pada anak usia 6-24 

bulan seperti telur, ikan, ayam, daging dan susu. 

e. Insidensi Rate DBD per 100.000 penduduk  

Diketahui bahwa terdapat peningkatan capaian kinerja dari 

tahun sebelumnya akan tetapi masih dibawah target tahunan 

maupun target akhir Renstra Dinas Kesehatan. Penyebab belum 

tercapainya adalah rendahnya Angka Bebas Jentik (ABJ) sebesar 

51,10-87,90% masih dibawah dari standar nasional yaitu 95% yang 

menggambarkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam 

melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) sehingga 



meningkatkan populasi nyamuk Ae. Aegypti, perilaku masyarakat 

dan mobilitas tinggi, kepadatan penduduk, tingkat 

sensitivitas/imunitas sangat berpengaruh terhadap penularan 

DBD. Hasil penelitian DBD tahun 2008 di Kota Bontang ditemukan 

bahwa nyamuk Ae. aegypti, sudah resisten terhadap insektisida 

Malathion dan Lambdacyhalothrin sebagai bahan campuran 

fogging atau pengasapan. Status resistensi terhadap 2 insektisida 

tersebut juga dilaporkan dari beberapa kabupaten di Jawa Tengah 

dan Yogyakarta serta Kota Surabaya. Kriteria WHO menetapkan 

bahwa insektisida masih layak digunakan untuk pengendalian 

vektor apabila kematian nyamuk sasaran >90%. Kondisi tersebut 

harus menjadi perhatian pengelola program untuk mencari 

insektisida alternatif guna pengendalian nyamuk vektor DBD Ae. 

Aegypti. 

Kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan angka 

kesakitan / IR DBD di Kota Bontang adalah dengan 

mengoptimalkan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 

yaitu :  

• Pengendalian secara lingkungan melalui peningkatan 

kesadaran masyarakat melalui program 3M (menguras, 

menutup dan mengubur), memaksimalkan pemantauan 1 

rumah 1 juru pemantau jentik (jumantik), menggunakan 

kelambu; 

• Pengendalian secara biologis yaitu dengan memelihara ikan 

pemakan jentik yang dimasukkan ke dalam kolam, dan 

menambahkan / menyebar bakteri thuringiensis israilensis 

atau bakteri bacillus thuringiensis (bio larvasida) (dilakukan di 

tahun 2021); 

• Pengendalian secara kimiawi melalui menaburkan bubuk abate 

dan fogging / pengasapan dengan menggunakan bahan 

insektisida sampai dengan batas tertentu. 



6. Penghargaan Dinas Kesehatan  

a. Nominasi Penghargaan Sebagai Nominator Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama (FKTP) Berkomitmen Terbaik Dalam Program JKN 

Tahun 2022 Tingkat Nasional 

Gambar 2. Dokumentasi Penghargaan Puskesmas Bontang Utara I 

Tahun 2022 

 

b. Nominasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan 

Bontang Tahun 2021 

 

Gambar 3. Dokumentasi Penghargaan  
Dinas Kesehatan Tahun 2021 

 

 



c. Juara 1 Panji-Panji Pembangunan Kalimantan Timur Bidang 

Kesehatan 

Pemerintah Kota Bontang kembali berhasil membawa pulang 

6 Panji Keberhasilan Pembangunan pada HUT Kaltim Ke-65, Senin 

(10/01/22). Panji Keberhasilan Pembangunan tersebut diberikan 

secara langsung oleh Gubernur Kaltim Isran Noor kepada Wakil 

Walikota Bontang Najirah, saat penyelenggaraan Upacara HUT 

Kaltim di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Keenam 

panji yang berhasil diterima Kota Taman kali ini meliputi Bidang 

Pencegahan Korupsi, Bidang Smart City, Bidang Kepemudaan, 

Bidang Kesehatan, Bidang Perpustakaan dan Pembudayaan 

Kegemaran Membaca, serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Dokumentasi Penerimaan Penghargaan  
Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun 2021



 

C. Realisasi Anggaran  

Berdasarkan rekapitulasi realisasi anggaran daerah dan belanja sampai dengan 31 Desember 2022 pada Dinas 

Kesehatan yaitu :  

Tabel 9. Realisasi Anggaran Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,  

Organisasi, Program Tahun Anggaran 2022 

No. Uraian Urusan Pagu Anggaran Realisasi % Sisa Anggaran 

1. Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota  

68.706.016.294,00 61.926.438.591,00 90,13 6.779.577.703 

2. Program Pemenuhan Upaya 

Kesehatan Perorangan dan 

Upaya Kesehatan Masyarakat  

68.441.590.350,00 53,583,406,905 

 

78.29 14.856.183.445 

3. Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Manusia Kesehatan  

2.641.097.135,00 2.372.052.488 89,81 269.044.647 

4. Program Sediaan Farmasi, Alat 

Kesehatan dan Makanan 

Minuman  

624.845.267,00 354.133.600 56,68 270.711.667 

5. Program Pemberdayaan 

Masyarakat Bidang Kesehatan  

791.054.600,00 746.410.417 94,36 44.644.183 



BAB IV  

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas 

Kesehatan Kota Bontang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan 

pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam 

perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas 

Kesehatan Kota Bontang dapat disimpulkan bahwa :  

1. Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2022, 

menetapkan 6 sasaran strategis dan 24 indikator kinerja utama;  

2. Berdasarkan pengukuran kinerja indiator kinerja utama dihasilkan 

kategori capaian:  

Tabel 10. Capaian Pengukuran Realisasi Kinerja  
Dinas Kesehatan Tahun 2022  

No. Indikator Kinerja Realisasi  Status Capaian  

1 Angka Kematian Ibu 119 Sangat Kurang 

2 Angka Kematian Bayi 11 Sangat Kurang 

3 Angka kesembuhan TB 86 Baik 

4 Prevalensi HIV 0,27 Kurang 

5 IR DBD 317 Sangat Kurang 

6 Prevalensi Hipertensi 3,64 Baik 

7 Cakupan Kepesertaan JKN 104,3 Sangat Baik 

8 Prevalensi balita gizi kurang (Wasting) 8,1 Kurang 

9 Prevalensi Baduta Pendek (Stunting) 23,6 Sangat Kurang 

10 
Prevalensi balita Gizi Kurus (BB Kurang / 

Underweight) 
15,13 Kurang 

11 Persentase tenaga kesehatan berizin 100 Baik 

12 
Jumlah FKTP dengan SDM sesuai standar (jumlah, 

jenis dan kompetensi) 
6 Baik 

13 Jumlah Rumah Sakit dengan SDM sesuai Standar 5 Baik 

14 
Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat 

pelatihan sesuai standar 
171 Baik 

15 
Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan 

peningkatan Pendidikan 
12 Cukup 



16 
Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 

persatuan penduduk 
1:16.000 Baik 

17 
Persentase FKTP milik pemerintah yang 

terakreditasi 
100 Baik 

18 
Terbangunya Sistem informasi kesehatan daerah 

(SikDa) terpadu 
100 Baik 

19 Ketersediaan Obat Esensial 100 Baik 

20 
Persentase sarana Produksi Obat, Sarana 

Distribusi Obat dan Makanan yang Berizin 
86,32 Baik 

21 SPM RSUD 107 Baik 

22 Status Akreditasi RSUD paripurna Sangat Baik 

23 Kinerja Keuangan RSUD 19 Baik 

24 

Penerapan/pelaksanaan 5 kluster kebijakan 

GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas 

Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan 

Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan 

Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, 

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup) 

47 Baik 

 

3. Tingkat efisisiensi penggunaan sumber daya belum semuanya efisien 

dikarenakan masih terdapat capaian kinerja lebih kecil dibandingkan 

dengan capaian anggaran.  

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bontang yang 

menggambarkan capaian Kinerja pada tahun 2022 dalam mendukung 

pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang pada 

umumnya dan Dinas Kesehatan pada khususnya.  

 


